KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIA
NOMOR ©979 | KEP /2016

NAK

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SWASTA PESANTREN ASSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK
-

Membaca + 1. Proposal Permohonan Lembaga Pendidikan Pesantren

Assalam Nomor 009/L.A3/Pr/'2016;

2. Notaris Eddy Dwi Pribadi, Sarjana Hukum Nomor 33
tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar
Yayasan Pesantren islam Muassasah Almahad Al lslam

“ASSALAM™,

Menimbang . & bahwa Permohonan Lembaga Penyelenggara Sekolah Dasar
lslam Terpadu Swasta tersebut di atas pada hakikatnya
merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat

untuk ikut berperan akuf serta membantu Pemerintah
dalam memperiuas kesempatan memperoleh pendidikan;
b. bahwa dengan memperhatikan alasan pengajuan izin
operasional sekolah tersebut bagaimana yang dimohonkan
oleh Lembaga tersebut pada huruf a di atas;
Bahwa Lembaga Penyelenggara mengajukan permohonan
tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk
mendapatkan persetujuan pendirian sekolah,
d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf ¢
di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kota Pontianak;

Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan Barat

(Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);

Mengingat v 'k

.



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU
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Pembagian Urusan Pemerintah Antara PemDnmh.
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah ae s
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara No. 4737) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; :

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang
Urusan Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan

Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 7 Seri E Nomor 7) |

9. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah  Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Sen
D Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

4. Undang-un

Persetujuan Tim Verifikasi Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar
Pesantren Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016,

MEMUTUSKAN

Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional
Sekolah Dasar Pesantren Swasta sebagai berikut

1. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR SWASTA
PESANTREN ASSALAM

2. Alamat Sekolah : Jalan Husein Hamzah
Kelurahan Pal Lima
Kecamatan Pontianak Barat

3. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Pesantren
Assalam

4. Alamat Lembaga : Jalan Husein Hamzah
Kelurahan Pal Lima
Kecamatan Pontianak Barat

5. Penanggungjawab : H. Anwar Djafar

Dengan ketentuan bahwa :
a. Lembaga. Pengelola bertanggungjawab dalam melakukan
pembinaan terhadap sekolah;
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maka (gin operasional sckolah tersebut dapat ditinjau

kembali untuk dicabut.
KEDUA lgin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan
mulai tanggal ditetapkan keputusan ini.
KETIOA . Sekolah yang diberikan izin dimaksud pada diktum KESATU
keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah  Kota

Pontianak.
mudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin

KEEMPAT . Apabila di ke
Operasional tidak mengindahkan —atau menyimpang dari
diktum KESATU

ketentuan sebagaimana dimaksud padn
keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau

kembali,

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur
dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian,

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Mei 2016

/‘ ENDIDIKAN

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen ﬂemendikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta,
4, Inspektur Jendral Kemendikbud di Jakarta,
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

6. Sekolah yang bersangkutan.



